BUPATI BUTON

PROVINST SULAWESI TENGGARA

FERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 62 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 51 TAHUN 2016
TENTANG KENUNDIKAN, SUSUINAN ORGANISASI, TUGAS DAN FLINGSI
SERTA TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN BUTON

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

bahwa berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan
daerah serta untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan
tugas dan fungsi Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten
Buton, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton tentang
Perubahan Atas Peratmuran Bupati Buton Nomor 51 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Strukiur Organisasi, Tugas dan
Mungsi scrta Tata Kerja Kecamalan dan  Kelurahan
Kabupaten Buton;

1. Pasal 18 Ayat (6] Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tenlang
Permbentukan Daerah-daerah Tingkat 11 di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemertintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tammbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negarz (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomeor &, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Numnor 5494);



Menetapkan

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Rcpublik Indoncsia Nomor 5587) scbagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran negara Republik
Indonesia Nomor 4588];

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 40, Tambahan lembaran Negara Kepublik
Indonesia Nomor 4820);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perang<at Dacrah [Lembaran Negara RKepublik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2Z Tahun
2016 tentang Urusan Pemerinlahan yang menjadi
Kewenangan Pecmerintah Kabupaten Duton Secbagai
Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton
Tahun 2016 Nomaor 112);

1.. Peraturan Dacrah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Buton;
MEMUTUSEAIN:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMCR 51
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN BUTON.

Pasal I

Bebarzpa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 51
Tahun 2C16 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan( Berita
Daerah Kabupaten Buton Tahun Tahun 2016 Nomor 143)
Kabupaten Buton, diubah sebagai berikut :



1. Ketentuan dalam Pasal 4, ayat (2) dan Lamgpiran | ayat (4)
diubah, sehingga berbunyl sebagal berikut:

Fasal 4

(1) Kecamatan terdiri dari:

a. Kecamatan Pasarwajo, merupakan perangkat
daerah dengan Tipe A;

b. Kecamatan Wabula, merupakan perangkat daerah
dengan Tipe A;

¢. Kecamatan Wolowa, merupakan perangkat daerah
dengan Tipe A;

d. Kecamatan Siotapina, merupakan perangkat daerah
dengan Tipe A;

e. Kecamatan Lasalimu Selatan, merupakan perangkat
daerah dengan Tipe A;

f. Kccamatan Lasalimu , merupakan peranghat
daerah dengan Tipe A; dan

g. Kecammatan Kapoolori,  mempakan  perangkat
dacrah dengan Tipe A.

(2) Kecamatan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas :

Camat ;

Sekretariat;

Scksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;

Seksi Ketentraman dan Ketertiban;

Seksi Ekonomi Pembangunan, dan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra

~0 o0 o

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pada Avat (2)
Huruf b terdiri atas :

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.

(4) Struktur Organisasi Kecamalan tercantum dalam
Lampiran I Peraturan Bupali ini

2. Ketentuan Pasal 11, Paragral 2 diubah, schingga Pasal 11
berbunyi sebagai berilat :



3.

Pasal 11

Kepala Seksi Pemernintahan dan Pelavanan Umum
sebapaimana dimaksud, mempunyai tugas :

a. menyusun rencana keria seksi pemerintahan dan
Pelayanan Umum:;

b. menyiapkan bahsn koordinasi dengan satusn kerja
perangkal daerah dan instansi vertikal dibidang
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan Pelayanan
Jmuam;

c. melaksanakan tugas yang diimpahkan bupati kepada
camat dalam bidang pemrintahan dan Pelayanan
Urmarm;

d. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta
oenyajlan  data hasil kegiatan urusan seksi
pemerintahan dan Pelayanan Umum;

e. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang
cugasnya sebagai pedoinan dalaan melaksanakan tugas;

. membagi tugas kepada bawahan, member petunjuk,
menilai dan mengevaluasi hasil kerja agar dapal
berjalan lancar scsual dengan ketentuan yang berlaku;

g. melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat
di tingkat kecamatan di bidang perizinan, non perizinan
dan administrastif lainnya;

h. memberikan bimbingan, fasilitasi dan  konsultasi

pelaksanaan administrasi umum dan pelaksanaan
pelayanan kepada masyarakat:

1. menyampaikan laporan melaksanakan tugas danjatau
zcglatan kepada atasan;

j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh aasan.

Ketentuan Pasal 12 Paragraf 4 dihapus, sehingga Pasal 12
oerbunyi sebagai berikut :

Pasal 12
dihapus



Pasal Il
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengeahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupzti in1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo

pada tanggal , (4 Desember 2016
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlzku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupali im1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Buton.
Diteteapkan di Pasarwajo
pada tanggal, 14 Desember 2016
Fit. BUFATT BUTON,
Cap/TTD
EFFENDI KALIMUDDIN
Diundangkar] i Pasarwajo

pada tanggall] s Pesptees 2016
i
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

KASIM, SH
Pembina Utama Muca, [V /c
Nip. 19580101 1989031 012

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR .. !54 ..
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